
 

i 

 

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2009-2014 

KARENA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN 

 

TESIS 

Diajukan untuk melengkapi  salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum 

pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

M. REZHAFAHLEVIE 

132011 2037 

 

KOMISI PEMBIMBING: 

Prof.Dr.YULIANDRI, S.H.,M.H 

Dr.YUSLIM, S.H,.M.H 

 

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG  

2017 



 

ii 

 

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2009-2014 KARENA 

MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LAIN 

 

(M. Rezha Fahlevie, 1320112037, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana 

Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, Halaman 115, 2017) 

 

ABSTRAK 

Partai Politik sebagai pilar demokrasi adalah dalam rangka mewujudkan sistem politik yang 

demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. Dimana partai politik sebagai 

unsur pembentuk lembaga legislatif . Untuk ikut dalam pemilihan umum, partai politik harus 

melewati verifikasi tanpa memandang apakah partai itu partai peserta Pemilu sebelumnya 

atau partai politik dimaksud  telah turut menempatkan wakilnya sebagai anggota DPRD. 

Keikusertaan kembali beberapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pemilihan 

calon DPRD 2014-2019  mengharuskan anggota DPRD yang bukan berasal dari partai politik 

peserta Pemilu harus mengundurkan diri karena pindah partai ke partai politik peserta Pemilu 

legislatif tahun 2014-2019. Dimana mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian 

antarwaktu telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini 

meneliti bagaimana proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal 

pindah menjadi anggota Partai Politik lain  dan bagaimana pengisian kembali keterwakilan 

Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diberhentikan karena menjadi partai politik 

lain dengan metode socio-legal research. Perpindahan keanggotaan partai politik 

mengakibatkan resiko konsekuensi pemberhentiannya sebagai anggota partai politik, yang 

diikuti pula dengan pemberhentian sebagai anggota DPRD. Pemberhentian sebagaimana 

dimaksud mengharuskan adanya usulan partai politik. Bubarnya partai politik yang 

bersangkutan dan adanya keengganan  partai politik untuk mengusulkan pemberhentian, 

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pemberhentian dan 

penggantian antarwaktu. Surat Menteri Dalam Negeri yang memperlonggar keharusan 

adanya usulan partai politik menjadi faktor proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD. 

Terhadap pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang diberhentikan, dimana 

tidak terdapat calon penggantinya, mengakibatkan pengisiannya tidak didasarkan pada PP 16 

Tahun 2010. Oleh karenanya terhadap anggota DPRD yang telah diberhentikan kembali 

dilakukan mekanisme pengaktifan kembali. 
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ABSTRACT 

Political parties as a pillar of democracy is in order to realize a democratic political system in 

order to support an effective presidential system. Where a political party as an element of 

legislative establishment. To participate in a general election, a political party must pass 

verification regardless of whether the party is a party to the previous General Elections or the 

political party has contributed to its deputy as a member of the DPRD. The re-existence of 

several members of the Tanah Datar District House of Representatives in the 2014-2019 

DPRD election requires that DPRD members who are not from political parties participating 

in the General Election should move parties to political parties participating in legislative 

elections in 2014-2019. Where intermittent and intertemporal dismissal mechanisms are 

regulated in several laws and regulations. This study examines how the process of dismissal 

of DPRD  Tanah Datar members in terms of moving to other Political Party members and 

how to recharge the representation of DPRD Tanah Datar who was dismissed for being 

another political party with socio-legal research method. Movement of membership of 

political parties results in the consequences of dismissal as members of political parties, 

followed by dismissal as members of parliament. Such dismissal shall require the proposal of 

a political party. The dissolution of the political parties concerned and the reluctance of 

political parties to propose a dismissal, resulting in the absence of legal certainty to carry out 

intermittent stops and interchanges. The Letter of the Minister of Home Affairs which looses 

the necessity of the proposed political party to be a factor in the process of dismissal between 

members of the DPRD. Against the filling of DPRD Tanah Datar District members who are 

dismissed, where there is no replacement candidate, the result is not based on PP 16 of 2010. 

Therefore, to the re-dismissed DPRD members, the mechanism of reactivation is held. 

 

Keyword : dismissal of parliamentarians, Political parties. 
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